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Abstrack 

This study aims to analyze entrepreneurial management in Islamic educational institutions as a strategy for 

strengthening financial independence and improving educational quality. This study was conducted due to the 

limited understanding of how entrepreneurial governance integrates financial sustainability, educational 
improvement, and Islamic values within institutional management. A qualitative approach with a multisite case 

study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, limited participatory observation, 

and document analysis involving institutional leaders, business unit managers, teachers, students, committees, and 
external partners from Islamic educational institutions. Data were analyzed through data condensation, thematic 

categorization, data display, and conclusion drawing, with credibility ensured through source triangulation, 

technique triangulation, and member checking. The results showed that entrepreneurial management was 

implemented through strategic planning based on institutional potential, structured organization of business units, 
diversification of income sources, transparent financial management, and reinvestment of business profits into 

educational programs. The findings also revealed contributions to facility improvement, learning program support, 

student competency development, and the cultivation of independence, creativity, discipline, and responsibility. 
These findings indicate that entrepreneurial management can function as an integrated institutional strategy 

connecting economic sustainability, educational quality improvement, and Islamic ethical principles. However, 

this qualitative multisite study does not measure the statistical effect of entrepreneurship on educational outcomes. 
Future research should employ mixed-method approaches and measurable indicators to further examine the 

relationship between entrepreneurial management, financial sustainability, and educational quality. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan Islam saat ini tidak hanya dituntut untuk mempertahankan fungsi 

transmisi ilmu keagamaan, pembinaan karakter, dan reproduksi nilai-nilai moral, tetapi juga 

dituntut memiliki kapasitas manajerial yang adaptif terhadap perubahan sosial, kompetisi 

kelembagaan, serta kebutuhan pembiayaan pendidikan yang semakin kompleks [1], [2], [3]. 

Dalam konteks tersebut, manajemen kewirausahaan menjadi salah satu pendekatan strategis 

karena mampu menghubungkan visi pendidikan Islam dengan penguatan sumber daya 

ekonomi, pengembangan unit usaha produktif, serta peningkatan keberlanjutan layanan 

pendidikan [4], [5], [6]. Kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam tidak dapat dipahami 

semata-mata sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi harus 

ditempatkan sebagai sistem pengelolaan kelembagaan yang melibatkan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan reinvestasi hasil usaha untuk 

mendukung mutu pendidikan [6], [7], [8]. 

Kajian tentang kewirausahaan pendidikan menunjukkan bahwa institusi pendidikan 

yang mampu mengembangkan orientasi kewirausahaan cenderung memiliki daya adaptasi lebih 

baik dalam merespons keterbatasan pendanaan, perubahan kebutuhan peserta didik, serta 

tuntutan mutu layanan pendidikan [9], [10], [11]. Dalam perspektif pendidikan Islam, orientasi 

kewirausahaan perlu diintegrasikan dengan nilai amanah, kejujuran, keadilan, kerja keras, 

tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan umat agar aktivitas ekonomi tidak terlepas dari misi 

dakwah dan pembinaan akhlak [1], [2], [3]. Dengan demikian, manajemen kewirausahaan pada 

lembaga pendidikan Islam memiliki karakter khas, yaitu memadukan rasionalitas bisnis, etika 

Islam, kepemimpinan visioner, dan orientasi mutu pendidikan dalam satu tata kelola 

kelembagaan yang berkelanjutan [2], [6], [7]. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah 

memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian finansial melalui unit usaha produktif, 

koperasi santri, pertanian, perdagangan, jasa, percetakan, kantin, dan bentuk usaha lain yang 

dikelola secara institusional [1], [3], [5]. Penelitian lain menegaskan bahwa keberhasilan 

kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kiai atau 

kepala madrasah, partisipasi warga lembaga, kesesuaian program dengan kebutuhan peserta 

didik, serta kemampuan lembaga membangun jejaring dengan masyarakat dan mitra eksternal 

[4], [6], [7]. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kewirausahaan pendidikan Islam 

bukan hanya instrumen penguatan ekonomi, melainkan juga sarana pembelajaran kontekstual 

yang membentuk kemandirian, tanggung jawab, kreativitas, disiplin, serta kesiapan peserta 

didik menghadapi realitas sosial-ekonomi [1], [2], [3]. 

Di sisi lain, mutu pendidikan sangat berkaitan dengan kecukupan, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan karena proses pendidikan yang berkualitas 

membutuhkan dukungan sarana-prasarana, tenaga pendidik profesional, bahan ajar, kegiatan 

pengembangan peserta didik, serta sistem evaluasi yang memadai [8], [12], [13]. Pengelolaan 

pembiayaan yang lemah dapat menyebabkan lembaga pendidikan sulit melakukan inovasi, 

tidak optimal dalam memperbaiki fasilitas pembelajaran, dan bergantung secara berlebihan 

pada iuran peserta didik, bantuan pemerintah, atau donasi tidak tetap [8], [13], [14]. Oleh karena 

itu, diversifikasi sumber pendapatan melalui kewirausahaan kelembagaan menjadi relevan 

untuk memperkuat financial sustainability, mengurangi kerentanan ekonomi, serta memperluas 

ruang gerak lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan [7], [14], [15]. 
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Meskipun demikian, pengembangan kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam 

masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya perencanaan bisnis, keterbatasan 

sumber daya manusia, belum kuatnya sistem akuntansi dan pelaporan, rendahnya inovasi 

produk, serta belum optimalnya integrasi hasil usaha dengan program peningkatan mutu 

pendidikan [4], [7], [8]. Pada banyak kasus, unit usaha pendidikan Islam masih dikelola secara 

tradisional, bergantung pada figur pemimpin tertentu, dan belum sepenuhnya memiliki standar 

operasional yang menjamin keberlanjutan usaha lintas periode kepemimpinan [5], [6], [7]. 

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan pendidikan Islam memerlukan model 

manajemen yang lebih sistematis, berbasis data, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada 

reinvestasi hasil usaha untuk kepentingan mutu pembelajaran [8], [12], [13]. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam 

menjelaskan strategi pemberdayaan kewirausahaan pesantren, pendidikan kewirausahaan 

berbasis etos kerja Islam, pengelolaan pembiayaan madrasah, serta peran kepemimpinan dalam 

pengembangan program kewirausahaan [1], [2], [4]. Namun, sebagian besar kajian tersebut 

masih cenderung membahas kewirausahaan sebagai program pelatihan peserta didik, unit usaha 

ekonomi, atau praktik pembiayaan kelembagaan secara terpisah, sehingga belum banyak yang 

mengintegrasikan manajemen kewirausahaan, kemandirian finansial, dan mutu pendidikan 

dalam satu kerangka analisis yang utuh [3], [7], [11]. Selain itu, literatur internasional tentang 

entrepreneurship education lebih banyak menekankan intensi berwirausaha, kompetensi 

kewirausahaan, dan ekosistem pendidikan tinggi, sementara konteks lembaga pendidikan Islam 

dengan basis nilai religius, sosial, dan kemandirian kelembagaan masih relatif terbatas untuk 

dikaji secara mendalam [9], [10], [11]. 

Penguatan kerangka tersebut juga didukung oleh literatur internasional yang 

menunjukkan bahwa dampak pendidikan kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh desain 

pedagogis, pengalaman awal peserta didik, kualitas ekosistem pendukung, dan kesempatan 

untuk melakukan praktik kewirausahaan secara nyata [16], [17], [18], [19], [20]. Temuan ini 

menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak cukup hanya menyediakan program atau unit 

usaha, tetapi perlu membangun lingkungan kewirausahaan yang terencana, berbasis 

pengalaman, didukung tata kelola, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dalam konteks 

pendidikan Islam, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas kewirausahaan 

harus sekaligus mempertahankan misi pendidikan, nilai etik, dan keberlanjutan kelembagaan. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting untuk 

mengkaji manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam sebagai strategi 

penguatan kemandirian finansial sekaligus peningkatan mutu pendidikan. Gap utama penelitian 

ini terletak pada belum kuatnya kajian yang menghubungkan secara komprehensif antara tata 

kelola kewirausahaan, diversifikasi sumber pendapatan, akuntabilitas pembiayaan, reinvestasi 

hasil usaha, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan 

Islam dalam memperkuat kemandirian finansial dan mutu pendidikan, mengidentifikasi faktor 

pendukung serta penghambat implementasinya, dan merumuskan implikasi konseptual maupun 

praktis bagi pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam yang mandiri, adaptif, dan 

berkelanjutan. 
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METODOLOGI 

Metode penelitian ini disusun untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana manajemen 

kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam dikaji sebagai strategi penguatan kemandirian 

finansial dan mutu pendidikan. Fokus utama metode ini adalah menggambarkan rancangan 

penelitian, subjek yang terlibat, konteks pelaksanaan, prosedur pengumpulan data, instrumen 

yang digunakan, teknik analisis, serta cara mengevaluasi dampak implementasi kewirausahaan 

terhadap keberlanjutan lembaga. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya diarahkan 

untuk memperoleh deskripsi empiris, tetapi juga untuk menghasilkan pemahaman analitis 

mengenai hubungan antara tata kelola kewirausahaan, diversifikasi sumber pembiayaan, 

akuntabilitas pengelolaan usaha, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan Islam. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus multisitus. 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam praktik 

manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam dalam konteks alamiah, terutama 

berkaitan dengan strategi penguatan kemandirian finansial dan mutu pendidikan. Studi kasus 

multisitus digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi 

strategi kewirausahaan yang diterapkan oleh beberapa lembaga pendidikan Islam, baik dalam 

bentuk unit usaha produktif, koperasi lembaga, pengelolaan aset, kemitraan ekonomi, maupun 

program kewirausahaan peserta didik. Melalui desain ini, penelitian tidak hanya 

mendeskripsikan aktivitas kewirausahaan, tetapi juga menganalisis pola manajemen, faktor 

pendukung, hambatan, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan pembiayaan dan peningkatan 

mutu pendidikan. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh unsur kelembagaan yang terlibat dalam 

pengelolaan kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam, meliputi pimpinan lembaga, 

pengelola unit usaha, bendahara atau bagian keuangan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta 

didik, komite sekolah atau yayasan, serta mitra eksternal yang memiliki keterkaitan dengan 

aktivitas kewirausahaan lembaga. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansi 

mereka terhadap fokus penelitian. Informan utama terdiri atas kepala madrasah atau pimpinan 

pesantren, pengelola unit usaha, dan pihak yayasan atau komite yang berperan dalam 

pengambilan keputusan strategis. Informan pendukung meliputi guru, staf administrasi, peserta 

didik, orang tua, serta mitra usaha yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai 

efektivitas manajemen kewirausahaan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Pemilihan 

informan dilakukan hingga data mencapai tingkat kecukupan, ditandai dengan munculnya 

informasi yang berulang dan tidak adanya temuan baru yang secara substantif mengubah 

kategori analisis. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada lembaga pendidikan Islam yang telah memiliki praktik 

kewirausahaan kelembagaan, baik dalam bentuk unit usaha produktif, koperasi, pengelolaan 

aset ekonomi, maupun program penguatan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Lokasi 
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penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama, yaitu 

adanya aktivitas kewirausahaan yang berjalan secara berkelanjutan, keterlibatan manajemen 

lembaga dalam pengelolaan usaha, serta adanya indikasi kontribusi aktivitas kewirausahaan 

terhadap pembiayaan dan mutu pendidikan. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

yang mencakup tahap pra-penelitian, pengumpulan data lapangan, verifikasi data, analisis, dan 

penyusunan laporan hasil penelitian. Rentang waktu tersebut diperlukan agar peneliti dapat 

memperoleh data yang utuh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi program kewirausahaan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. 

 

Prosedur Penelitian dan Instrumen 

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama 

adalah pra-penelitian, yang mencakup penelusuran literatur, penyusunan fokus penelitian, 

identifikasi lokasi, serta komunikasi awal dengan pihak lembaga. Tahap kedua adalah 

pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan 

studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai visi 

kewirausahaan lembaga, bentuk unit usaha, sistem pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, 

pola kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, serta kontribusi hasil usaha terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas 

kewirausahaan, keterlibatan warga lembaga, sarana pendukung, serta interaksi manajerial 

dalam pengelolaan unit usaha. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen 

perencanaan, laporan keuangan, struktur organisasi unit usaha, program kerja, laporan evaluasi, 

dokumen kerja sama, serta bukti pemanfaatan hasil usaha bagi kegiatan pendidikan. 

 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, 

karena peneliti berperan dalam merancang fokus kajian, menentukan informan, mengumpulkan 

data, menafsirkan makna, dan menyusun temuan penelitian. Untuk meningkatkan keterarahan 

pengumpulan data, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman 

wawancara, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Pedoman wawancara disusun 

berdasarkan indikator manajemen kewirausahaan, yaitu perencanaan usaha, pengorganisasian 

sumber daya, pelaksanaan program usaha, pengawasan keuangan, evaluasi kinerja, 

akuntabilitas, reinvestasi hasil usaha, dan kontribusi terhadap mutu pendidikan. Keabsahan data 

dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan diskusi sejawat 

agar interpretasi data memiliki kredibilitas, konsistensi, dan keterlacakan akademik. 

 

Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup proses 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, 

seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan diberi kode 

sesuai dengan fokus penelitian. Kategori utama yang digunakan meliputi strategi manajemen 

kewirausahaan, bentuk kemandirian finansial, kontribusi terhadap mutu pendidikan, faktor 

pendukung, hambatan implementasi, serta model keberlanjutan usaha. Pada tahap penyajian 

data, hasil temuan disusun dalam bentuk narasi analitis, matriks tematik, dan perbandingan 

antarsitus untuk melihat persamaan, perbedaan, serta pola umum praktik kewirausahaan pada 

lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap 

melalui interpretasi kritis terhadap data yang telah diverifikasi, sehingga temuan yang 
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dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual 

terhadap pengembangan manajemen kewirausahaan pendidikan Islam. 

 

Evaluasi Dampak 

Evaluasi dampak dilakukan untuk menilai sejauh mana manajemen kewirausahaan 

berkontribusi terhadap penguatan kemandirian finansial dan mutu pendidikan pada lembaga 

pendidikan Islam. Evaluasi terhadap kemandirian finansial dilihat dari kemampuan lembaga 

dalam mengembangkan sumber pendapatan alternatif, mengurangi ketergantungan terhadap 

iuran peserta didik atau bantuan eksternal, mengelola unit usaha secara akuntabel, serta 

menggunakan hasil usaha untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Sementara itu, evaluasi 

terhadap mutu pendidikan dianalisis melalui kontribusi kewirausahaan terhadap peningkatan 

sarana-prasarana, pengembangan program pembelajaran, peningkatan kompetensi peserta 

didik, penguatan layanan kelembagaan, serta dukungan terhadap kegiatan akademik dan 

nonakademik. Evaluasi dampak dilakukan dengan membandingkan data wawancara, observasi, 

dan dokumen lembaga agar diperoleh pemahaman yang objektif mengenai hubungan antara 

praktik kewirausahaan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian 

diharapkan mampu menunjukkan bahwa kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam bukan 

sekadar aktivitas ekonomi, melainkan strategi manajerial yang berperan penting dalam 

membangun keberlanjutan finansial, kemandirian kelembagaan, dan mutu pendidikan yang 

lebih adaptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Bagian hasil penelitian ini menyajikan temuan empiris mengenai manajemen kewirausahaan 

pada lembaga pendidikan Islam sebagai strategi penguatan kemandirian finansial dan mutu 

pendidikan. Temuan diperoleh melalui analisis terhadap data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan perencanaan program kewirausahaan, pengorganisasian 

unit usaha, pengelolaan keuangan, kontribusi terhadap mutu pendidikan, serta faktor 

pendukung dan penghambat implementasi kewirausahaan kelembagaan. Penyajian hasil 

dilakukan secara tematik agar setiap temuan dapat dibaca secara sistematis dan menunjukkan 

keterkaitan antara praktik manajemen kewirausahaan, keberlanjutan finansial, dan peningkatan 

kualitas layanan pendidikan Islam. 

 

Strategi Perencanaan Manajemen Kewirausahaan pada Lembaga Pendidikan Islam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan 

Islam diawali dengan proses perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan lembaga, potensi 

sumber daya, dan peluang ekonomi di lingkungan sekitar. Perencanaan kewirausahaan tidak 

hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendukung 

keberlanjutan pembiayaan pendidikan, memperkuat keterampilan kewirausahaan peserta didik, 

serta mengembangkan budaya kemandirian di lingkungan lembaga. Perencanaan program 

dilakukan melalui identifikasi aset lembaga, pemetaan kebutuhan pendidikan, analisis peluang 

usaha, serta penentuan bentuk usaha yang sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan 

Islam. Unit usaha yang dikembangkan umumnya bersifat produktif dan dekat dengan kebutuhan 
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warga lembaga, seperti koperasi, kantin, produksi makanan, percetakan, pertanian, peternakan, 

penyewaan fasilitas, serta usaha berbasis keterampilan peserta didik. 

Tabel 1. Strategi Perencanaan Kewirausahaan pada Lembaga Pendidikan Islam 

Aspek Perencanaan Temuan Utama Implikasi terhadap Lembaga 

Identifikasi potensi 

lembaga 

Lembaga memetakan aset, sumber daya 

manusia, jaringan alumni, lahan, fasilitas, 

dan kebutuhan internal sebagai dasar 

pengembangan usaha. 

Perencanaan usaha menjadi lebih 

realistis karena berbasis pada kapasitas 

dan peluang yang dimiliki lembaga. 

Penentuan jenis usaha Jenis usaha dipilih berdasarkan kebutuhan 

warga lembaga, potensi pasar, serta 

kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan 

Islam. 

Unit usaha lebih mudah diterima oleh 

warga lembaga dan memiliki peluang 

keberlanjutan yang lebih tinggi. 

Integrasi dengan visi 

pendidikan 

Program kewirausahaan diarahkan untuk 

mendukung pembiayaan pendidikan dan 
pembentukan karakter mandiri peserta 

didik. 

Aktivitas kewirausahaan tidak hanya 

bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki 
fungsi edukatif. 

Perencanaan 

pembiayaan 

Modal awal bersumber dari dana lembaga, 

yayasan, koperasi, alumni, atau kerja sama 

dengan mitra eksternal. 

Lembaga memiliki alternatif sumber 

pendanaan yang tidak sepenuhnya 

bergantung pada iuran peserta didik. 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa perencanaan kewirausahaan yang efektif 

pada lembaga pendidikan Islam bertumpu pada kemampuan manajemen dalam membaca 

potensi internal dan peluang eksternal. Lembaga yang mampu menyelaraskan jenis usaha 

dengan kebutuhan pendidikan cenderung memiliki arah pengembangan usaha yang lebih jelas. 

Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan kelembagaan tidak dapat dijalankan secara spontan, 

melainkan membutuhkan perencanaan strategis yang mempertimbangkan aspek ekonomi, 

sosial, pendidikan, dan nilai-nilai Islam. 

 

Pengorganisasian Unit Usaha dan Pembagian Peran Kelembagaan 

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan program kewirausahaan sangat 

dipengaruhi oleh kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, serta koordinasi antarunsur 

lembaga. Unit usaha yang berjalan secara efektif umumnya memiliki pengelola khusus, 

mekanisme kerja yang jelas, dan sistem pelaporan kepada pimpinan lembaga atau yayasan. 

Pimpinan lembaga berperan sebagai pengarah kebijakan, sedangkan pengelola unit usaha 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional, pencatatan transaksi, pelayanan, 

pengembangan produk, serta pelaporan hasil usaha. Guru dan peserta didik dilibatkan dalam 

beberapa kegiatan kewirausahaan, terutama pada aspek pembelajaran, praktik produksi, 

pemasaran, dan pembiasaan karakter kerja. 

Tabel 2. Pengorganisasian Unit Usaha pada Lembaga Pendidikan Islam 

Unsur Kelembagaan Peran dalam Manajemen 

Kewirausahaan 

Bentuk Keterlibatan 

Pimpinan 

lembaga/yayasan 

Menetapkan arah kebijakan, 

memberikan legitimasi, dan 

mengawasi keberlanjutan program. 

Pengambilan keputusan strategis, 

evaluasi program, dan penguatan 

jejaring. 

Pengelola unit usaha Mengelola operasional usaha secara 

langsung. 

Produksi, distribusi, pelayanan, 

pembukuan, dan pelaporan keuangan. 

Guru/pendidik Mengintegrasikan nilai kewirausahaan 

dalam pembelajaran dan pembinaan 

peserta didik. 

Pendampingan praktik kewirausahaan, 

pembinaan karakter kerja, dan evaluasi 

kegiatan. 

Peserta didik/santri Berpartisipasi dalam kegiatan 

kewirausahaan sebagai proses 
pembelajaran kontekstual. 

Praktik produksi, pemasaran, pelayanan, 

dan penguatan keterampilan hidup. 
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Unsur Kelembagaan Peran dalam Manajemen 

Kewirausahaan 

Bentuk Keterlibatan 

Komite/alumni/mitra 

eksternal 

Mendukung jejaring, modal sosial, dan 

perluasan pasar. 

Kerja sama usaha, promosi produk, 

pendampingan, dan dukungan 

pembiayaan. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengorganisasian kewirausahaan pada lembaga 

pendidikan Islam bersifat kolaboratif. Keterlibatan berbagai unsur lembaga menjadi faktor 

penting karena kewirausahaan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi, 

tetapi juga pada komitmen kolektif warga lembaga. Pembagian peran yang jelas dapat 

mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan usaha. 

 

Penguatan Kemandirian Finansial melalui Diversifikasi Sumber Pendapatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan berkontribusi terhadap 

penguatan kemandirian finansial lembaga melalui diversifikasi sumber pendapatan. Lembaga 

pendidikan Islam yang mengembangkan unit usaha produktif memiliki peluang lebih besar 

untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar dana operasional rutin, iuran peserta didik, 

bantuan pemerintah, dan donasi masyarakat. Pendapatan dari unit usaha digunakan untuk 

mendukung kebutuhan pendidikan, seperti perbaikan sarana-prasarana, subsidi kegiatan peserta 

didik, pengadaan bahan ajar, pengembangan ekstrakurikuler, serta dukungan terhadap 

operasional kelembagaan. 

Tabel 3. Kontribusi Kewirausahaan terhadap Kemandirian Finansial 

Indikator Kemandirian 

Finansial 

Temuan Penelitian Dampak terhadap Lembaga 

Diversifikasi sumber 

pendapatan 

Lembaga memperoleh pendapatan 

tambahan dari koperasi, kantin, 
produksi barang/jasa, dan kerja sama 

usaha. 

Ketergantungan terhadap iuran peserta 

didik dan bantuan eksternal mulai 
berkurang. 

Pemanfaatan hasil usaha Sebagian hasil usaha dialokasikan 

untuk kebutuhan pendidikan dan 

pengembangan fasilitas. 

Program pendidikan lebih mudah 

dijalankan karena mendapat dukungan 

pembiayaan internal. 

Akuntabilitas keuangan Pengelolaan keuangan dilakukan 

melalui pencatatan pemasukan, 

pengeluaran, dan pelaporan berkala. 

Transparansi meningkat dan 

kepercayaan warga lembaga dapat 

diperkuat. 

Keberlanjutan usaha Unit usaha yang sesuai dengan 

kebutuhan warga lembaga cenderung 

lebih stabil. 

Lembaga memiliki basis ekonomi 

internal yang mendukung keberlanjutan 

program. 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa kewirausahaan berperan penting sebagai instrumen 

penguatan financial sustainability. Kemandirian finansial tidak berarti lembaga sepenuhnya 

terlepas dari bantuan eksternal, tetapi menunjukkan kemampuan lembaga dalam membangun 

sumber pembiayaan alternatif yang lebih stabil dan produktif. Dalam konteks ini, 

kewirausahaan menjadi strategi manajerial untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan 

mengurangi kerentanan lembaga terhadap keterbatasan dana. 

 

Kontribusi Manajemen Kewirausahaan terhadap Mutu Pendidikan 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kewirausahaan berkontribusi terhadap 

peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan dukungan finansial, penguatan sarana-

prasarana, pengembangan keterampilan peserta didik, dan peningkatan layanan kelembagaan. 
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Pendapatan dari unit usaha tidak hanya digunakan untuk kepentingan operasional, tetapi juga 

diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pembelajaran, mendukung kegiatan akademik dan 

nonakademik, serta memperluas pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, keterlibatan 

peserta didik dalam aktivitas kewirausahaan memberikan pengalaman nyata mengenai kerja 

sama, tanggung jawab, kreativitas, komunikasi, kedisiplinan, dan kemandirian. 

Tabel 4. Dampak Kewirausahaan terhadap Mutu Pendidikan 

Dimensi Mutu 

Pendidikan 
Bentuk Kontribusi Kewirausahaan Implikasi Pendidikan 

Sarana dan 

prasarana 

Hasil usaha digunakan untuk mendukung 

perbaikan fasilitas, pengadaan alat pembelajaran, 
dan pemeliharaan lingkungan pendidikan. 

Lingkungan belajar menjadi lebih 

memadai dan mendukung proses 
pembelajaran. 

Program 

pembelajaran 

Kewirausahaan dijadikan media pembelajaran 

kontekstual dan praktik keterampilan hidup. 

Peserta didik memperoleh pengalaman 

belajar yang aplikatif dan relevan 

dengan kehidupan nyata. 

Kompetensi 

peserta didik 

Peserta didik dilatih dalam produksi, pemasaran, 

pelayanan, kerja sama, dan tanggung jawab. 

Terbentuk karakter mandiri, kreatif, 

disiplin, dan produktif. 

Layanan 

kelembagaan 

Pendapatan usaha membantu mendukung 

kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan peserta 

didik, dan program pengembangan lembaga. 

Mutu layanan pendidikan meningkat 

karena didukung sumber pembiayaan 

alternatif. 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa kontribusi kewirausahaan terhadap mutu pendidikan 

bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung, hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung kebutuhan pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Secara tidak langsung, aktivitas 

kewirausahaan membentuk budaya produktif dan karakter mandiri di lingkungan lembaga. 

Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga bagian dari 

proses pendidikan yang memperkuat mutu secara menyeluruh. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen Kewirausahaan 

Implementasi manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam dipengaruhi oleh 

berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan 

visioner, komitmen warga lembaga, ketersediaan aset, jaringan alumni, dukungan masyarakat, 

serta kesesuaian unit usaha dengan kebutuhan internal lembaga. Sementara itu, faktor 

penghambat meliputi keterbatasan kompetensi manajerial, lemahnya sistem pembukuan, 

keterbatasan modal, rendahnya inovasi produk, belum optimalnya pemasaran, dan belum 

kuatnya sistem evaluasi usaha. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan 

kelembagaan memerlukan sistem manajemen yang lebih profesional, transparan, dan 

berkelanjutan. 

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Kewirausahaan 

Aspek Faktor Pendukung Faktor Penghambat Strategi Penguatan 

Kepemimpinan Adanya pimpinan yang 

visioner dan mendukung 

program kewirausahaan. 

Program masih bergantung 

pada figur tertentu. 

Membentuk sistem 

kelembagaan dan standar 

operasional usaha. 

Sumber daya 

manusia 

Guru, santri, staf, dan alumni 

dapat dilibatkan dalam 
kegiatan usaha. 

Kompetensi kewirausahaan 

dan manajemen usaha 
belum merata. 

Pelatihan manajemen usaha, 

pemasaran, dan akuntansi 
sederhana. 

Keuangan Terdapat modal awal dari 

lembaga, yayasan, atau 

mitra. 

Keterbatasan modal untuk 

ekspansi usaha. 

Mengembangkan kemitraan 

dan reinvestasi hasil usaha. 

Pemasaran Produk dapat dipasarkan 

kepada warga lembaga dan 

masyarakat sekitar. 

Pemasaran digital belum 

optimal. 

Mengembangkan branding, 

promosi digital, dan jejaring 

alumni. 
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Aspek Faktor Pendukung Faktor Penghambat Strategi Penguatan 

Akuntabilitas Terdapat pencatatan 

keuangan dasar. 

Pelaporan belum 

sepenuhnya sistematis dan 

terdokumentasi. 

Menyusun laporan berkala 

dan mekanisme audit 

internal. 

 

Pembahasan 

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan 

Islam menghubungkan tiga keluaran yang sering dibahas terpisah: kemandirian finansial, mutu 

layanan pendidikan, serta kompetensi dan karakter peserta didik. Pola utama mencakup 

perencanaan berbasis potensi lembaga, pembagian peran unit usaha, diversifikasi pendapatan, 

pencatatan dan pelaporan keuangan, serta reinvestasi surplus untuk sarana-prasarana dan 

program pembelajaran. Keberhasilan didukung kepemimpinan visioner, komitmen warga 

lembaga, serta jaringan alumni dan mitra; sebaliknya, kompetensi manajerial, modal, inovasi 

produk, pemasaran digital, dan evaluasi berbasis data masih menjadi hambatan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa nilai pendidikan dari kewirausahaan menguat ketika usaha 

diinstitusionalisasikan melalui tata kelola, akuntabilitas, dan reinvestasi yang terhubung dengan 

tujuan mutu pendidikan [1], [8], [12]. 

Pada literatur global 2020-2026, hasil tersebut sejalan dengan pergeseran 

entrepreneurship education dari orientasi sempit pada entrepreneurial intention menuju 

pengalaman nyata dan dukungan institusional. Carpenter dan Wilson [21] menemukan bukti 

yang lebih menjanjikan pada program experiential dan ekstrakurikuler, meskipun keterbatasan 

metodologis masih menghambat inferensi kausal. Motta dan Galina [22] menempatkan 

experiential learning sebagai pendekatan penting untuk mengembangkan kompetensi, 

sedangkan Schuhmacher dan Thieu [23] menegaskan interaksi peserta didik, pendidik, dan 

institusi. Kerangka about/for/through [24], pemetaan pedagogi [25], dan unsur kurikulum 

kewirausahaan [26] sama-sama menunjukkan bahwa pembelajaran bermakna memerlukan 

pengalaman melakukan kewirausahaan. Studi ini memperluas argumen tersebut ke level 

organisasi: unit usaha dapat menjadi laboratorium autentik tempat aktivitas ekonomi, tata 

kelola, dan pembelajaran berlangsung bersamaan. 

Temuan mengenai kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kompetensi peserta 

didik juga konsisten dengan mekanisme psikologis pendidikan kewirausahaan. Otache et al. 

[27] menunjukkan bahwa self-efficacy, alertness, dan opportunity recognition menjadi jalur 

penting menuju intensi berwirausaha, sedangkan Cui dan Gu [28] menghubungkan 

entrepreneurial education dengan self-efficacy, outcome expectations, dan entrepreneurial 

mindset. Sreenivasan dan Suresh [29] serta Anubhav et al. [30] memperlihatkan semakin 

dominannya entrepreneurial learning, mindset, teknologi, dan ekosistem dalam bidang ini; Bell 

dan Bell [31] menambahkan kebutuhan adaptasi terhadap generative AI. Berbeda dari kajian 

yang dominan berfokus pada individu di pendidikan tinggi, penelitian ini memperlihatkan 

bahwa kompetensi peserta didik dapat tumbuh bersama kapasitas ekonomi institusi. Karena itu, 

kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk melahirkan calon 

wirausahawan, tetapi juga untuk keberlanjutan layanan dan pembentukan karakter. 

Dimensi kemandirian finansial juga selaras dengan literatur organisasi nirlaba dan 

organisasi hibrida. Ye dan Gong [32] menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berasosiasi 

dengan ketahanan finansial dan keberlanjutan layanan, sedangkan Dadić dan Maškarin Ribarić 

[33] memperlihatkan bahwa aktivitas penghasil pendapatan dapat memperkuat self-funding 



 

263 | 
 

ketika tetap terhubung dengan tujuan organisasi. Pada organisasi yang menggabungkan misi 

sosial dan logika pasar, Klein et al. [34] mengingatkan risiko mission drift, tetapi transparansi 

dan keterlibatan pemangku kepentingan membantu menjaga legitimasi. Literatur tentang 

ekosistem dan transformasi model bisnis juga menekankan inovasi, jejaring, dan kesiapan 

institusional [35], [36], [37]. Maka, diversifikasi pendapatan dalam studi ini lebih tepat 

dipahami sebagai strategi resiliensi yang dibatasi oleh misi, tata kelola, dan manfaat pendidikan, 

bukan komersialisasi pendidikan. 

Pada konteks Indonesia, hasil penelitian sangat dekat dengan studi pesantren dan 

madrasah mutakhir. Anggadwita et al. [38] menunjukkan bahwa humane entrepreneurship 

dapat memadukan pertumbuhan usaha, inovasi, kemandirian, pengembangan pemangku 

kepentingan, dan spiritualitas. Ariatin et al. [39] menemukan perlunya kombinasi kualitas 

kepemimpinan, kewirausahaan, dan Muslim dalam pengelolaan unit usaha pesantren. Auliyah 

et al. [40] mengidentifikasi manajemen, akuntansi profesional, dan akuntabilitas sebagai 

determinan keberhasilan bisnis pesantren, sedangkan Harjawati et al. [41] menekankan integrasi 

sumber daya manusia, kerja sama, pemasaran, produksi, dan manajemen keuangan digital. 

Bukti tersebut menguatkan pentingnya struktur pengelolaan, pelaporan, jejaring, dan 

profesionalisasi. Namun, penelitian ini menambahkan kriteria yang lebih eksplisit: keberhasilan 

bisnis harus dinilai pula dari kontribusinya terhadap pembelajaran dan mutu layanan 

pendidikan. 

Pada ranah kurikulum, bukti lokal mendukung orientasi berbasis pengalaman. Winarno 

dan Nadia [42] menunjukkan bahwa model double-track menggabungkan teori dan praktik 

bisnis untuk memperkuat kemandirian serta kreativitas santri. Alvadina et al. [43] menempatkan 

experiential dan project-based learning dalam integrasi kewirausahaan pada kurikulum 

madrasah, sementara Hunaida et al. [44] menghubungkan edupreneurship dengan kemandirian 

mahasiswa PAI. Pada konteks pendidikan Indonesia yang lebih luas, Handayati et al. [45], 

Atmono et al. [46], Suparno et al. [47], dan Djubaedi et al. [48] menunjukkan pentingnya 

entrepreneurial mindset, self-efficacy, kreativitas, inovasi produk, serta integrasi budaya dan 

produk lokal. Temuan penelitian ini memperluas arah tersebut dari desain pembelajaran menuju 

desain institusi: pengalaman kewirausahaan menjadi lebih autentik ketika peserta didik terlibat 

dalam unit usaha yang benar-benar dikelola dan dievaluasi. 

Kekhasan pendidikan Islam tampak pada kebutuhan menjaga koherensi inovasi 

manajerial dan nilai religius. Basori et al. [49] menunjukkan bahwa pesantren dapat berinovasi 

sambil mempertahankan nilai Salafi, sedangkan Suhendi dan Purnama [50] menegaskan 

relevansi pendidikan kewirausahaan berbasis Islam bagi motivasi bisnis. Idris et al. [51] 

memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan madrasah yang memadukan kearifan lokal, 

transparansi digital, dan nilai Islam dapat mendukung mutu serta keberlanjutan. Temuan ini 

diperkuat oleh karya Muhammad Sufian dan kolega tentang sistem manajemen mutu [52], 

pembelajaran terintegrasi dan keterlibatan peserta didik [53], serta inovasi berbasis kearifan 

lokal [54]. Artikel JPI oleh Erlina et al. [55] juga memperlihatkan integrasi capaian akademik 

dengan internalisasi nilai melalui pembelajaran berbasis masalah. Pola ini mendukung 

profesionalisasi kewirausahaan yang tetap menjadikan nilai Islam sebagai prinsip desain dan 

evaluasi. 

Digitalisasi yang muncul sebagai hambatan perlu menjadi agenda penguatan berikutnya. 

Yani dan Kotova [56] menunjukkan bahwa pengetahuan ekonomi lebih mungkin terhubung 
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dengan praktik manajemen keuangan ketika self-efficacy dan keterlibatan belajar berbantuan 

AI diperhitungkan. Hariandini et al. [57] menunjukkan bahwa keberadaan teknologi di sekolah 

tidak otomatis menghasilkan praktik bermakna; kualitas penggunaan ditentukan desain, 

kompetensi, dan dukungan institusional. Prinsip yang sama berlaku untuk unit usaha pendidikan 

Islam: digital marketing, pencatatan keuangan, dashboard kinerja, dan AI seharusnya digunakan 

untuk meningkatkan keputusan, transparansi, perluasan pasar, dan pembelajaran. Karena itu, 

kelemahan pemasaran digital dan evaluasi berbasis data dalam studi ini merupakan persoalan 

strategis, bukan sekadar teknis. 

Secara teoretis, pedagogis, dan kebijakan, hasil penelitian ini mengarah pada satu 

implikasi terpadu. Secara teoretis, lembaga pendidikan Islam dapat dibaca sebagai organisasi 

hibrida yang menyeimbangkan misi pendidikan-keagamaan dan aktivitas pasar; literatur 

tentang hybrid organizing, mission drift, keberlanjutan organisasi nirlaba, dan inovasi model 

bisnis tetap relevan [58], [59], [60], [61], [62], tetapi studi ini menambahkan reinvestasi ke mutu 

pendidikan dan nilai Islam sebagai mekanisme pengikat kedua logika tersebut. Secara 

pedagogis, unit usaha perlu dirancang sebagai laboratorium experiential entrepreneurship 

dengan tujuan belajar, pembimbingan, refleksi, asesmen kompetensi, dan rotasi peran. Secara 

kebijakan, yayasan, madrasah, dan pesantren memerlukan standar tata kelola yang mencakup 

pemisahan fungsi, pencatatan berbasis bukti, audit internal, indikator reinvestasi untuk mutu, 

perlindungan peserta didik, pengembangan kapasitas pengelola, dan strategi digital terukur agar 

kemandirian tidak menghasilkan mission drift. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi manajemen kewirausahaan sebagai 

arsitektur kelembagaan berbasis nilai yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, pedagogis, dan 

etis dalam satu siklus manajemen. Berbeda dari studi yang terutama mengukur intensi, mindset, 

atau kompetensi individu [9], [10] dan dari studi yang menitikberatkan unit usaha atau 

pembiayaan secara spesifik [6], [7], penelitian ini menempatkan hubungan perencanaan-

organisasi-akuntabilitas-diversifikasi-reinvestasi-mutu sebagai unit analisis yang koheren. 

Kontribusi utamanya adalah redefinisi financial independence sebagai kapasitas membangun 

portofolio pendapatan yang resilien, dikelola secara akuntabel, dan dikonversi menjadi 

educational value. Pendekatan multisitus juga memungkinkan identifikasi pola lintas konteks 

dan menghasilkan kriteria evaluasi ganda: kesehatan bisnis serta jejak kontribusinya terhadap 

mutu pendidikan dan perkembangan peserta didik. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Desain kualitatif multisitus memberi 

kedalaman kontekstual tetapi tidak memungkinkan estimasi besaran efek atau generalisasi 

statistik; kontribusi usaha terhadap mutu juga belum ditopang audit finansial longitudinal yang 

dapat membandingkan proporsi pendapatan, stabilitas arus kas, dan besaran reinvestasi. Selain 

itu, variasi jenis usaha, skala lembaga, wilayah, dan tata kelola yayasan dapat memengaruhi 

transferabilitas, sedangkan dampak pedagogis belum diukur dengan indikator kompetensi 

sebelum-sesudah. Penelitian berikutnya perlu mengombinasikan data kualitatif dengan rasio 

keuangan, indikator mutu, dan outcome peserta didik; melakukan studi longitudinal serta 

perbandingan antarjenis lembaga; menguji hubungan governance, revenue diversification, 

reinvestment, dan educational quality; serta mengevaluasi digital accounting, e-commerce, dan 

AI-assisted decision support dengan mempertimbangkan etika, keamanan data, dan nilai Islam. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kewirausahaan pada lembaga pendidikan 

Islam merupakan strategi kelembagaan yang penting dalam memperkuat kemandirian finansial 

sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

kewirausahaan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi tambahan, tetapi menjadi 

bagian dari tata kelola strategis yang mencakup perencanaan berbasis potensi lembaga, 

pengorganisasian unit usaha, diversifikasi sumber pendapatan, akuntabilitas keuangan, serta 

pemanfaatan hasil usaha untuk mendukung layanan pendidikan. Kontribusi manajemen 

kewirausahaan tampak pada meningkatnya kemampuan lembaga dalam mengembangkan 

sumber pembiayaan alternatif, memperkuat sarana dan prasarana, mendukung program 

pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, disiplin, dan 

bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kewirausahaan 

lembaga pendidikan Islam dapat dipahami sebagai model manajemen integratif yang 

menghubungkan dimensi ekonomi, pedagogis, dan nilai-nilai Islam dalam satu kerangka 

keberlanjutan kelembagaan. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya 

penguatan sistem perencanaan usaha, standar operasional, pelaporan keuangan, evaluasi 

berkala, digitalisasi pemasaran, dan reinvestasi hasil usaha untuk mendukung mutu 

pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran dan 

indikator yang lebih terukur untuk menguji hubungan antara manajemen kewirausahaan, 

kemandirian finansial, dan mutu pendidikan. 
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